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ABSTRAKSI

Keadilan adalah suatu hal yang akan selalu menjadi tujuan akhir yang
ingin dicapai dalam setiap persidangan. Dalam proses pencapaian keadilan
dibutuhkan snatu keputusan yang tepat, dimana Hakim yang memeriksa dan
mengadili suatu perkara mampu mempertimbangkan hal-hal yang dianggap
dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, korban dan terdakwa.

Ruang lingkup dalam penulisan Skripsi im1 dibatas hanya mengenai
sistem penjatulian pidana dan mengkaji mengenai perbedaan pertimbangan
Hakim dalam putusannya di Tingkat Pengadilan Neger, Pengadilan Tinggi
dan M ahkamah Agung dalam perkara No. 1558. K/Pid/1998.

Permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan Skripsi im adalah
bagaimana sistem penjatuhan pidana terhadap anak dan orang dewasa dalam
hal bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan apa yang menjadi
perbedaan pertimbangan Hakim di Tingkat Pengadilan Negeni, Pengadilan
Tinggi dan M ahkamah Aguhg dalam periara No. 1558. K/Pid/1998.

Tujuan penulisan Skripsi im adalah ingin mengetahui Sistem
Penjatuhan Pidana Terhadap Anak dan Orang Dewasa Dalam Hal Bersama-
Sama Melakukan Perbuatan Pidana dan apa yang menjadi perbedaan
pertimbangan Hakim di Tingkat Pengadilan Negen, Pengadilan Tinggl dan
Mahkamah Agung.

Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini yaitu metode
pendekatan masalah yang digunakan secara yuridis normatif, sumber data
menggunakan data sekunder, dan analisis data yang digunakan adalah

deskriptif analisis. |
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Kesimpulan dalam penulisan Skripsi im  adalah bahwa sistem
penjatuhan pidana terhadap anak dan orang dewasa dalam ha! bersama-sama
melakukan perbuatan pidana, terhadap terdakwa anak berlaku ketentuan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan bagi orang
dewasa berlaku ketentuan KUHP. Dasar pertimbangan yang dipergunakan
hakim dalam memutuskan perkara di Tingkat Pengadilan Negen kurang
memperhatikan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, dimana
seharusnya bagi terdakwa Deni diberlakukan Undang-undang Nomor 3 Tahun
1997 tentang pengadilan anak. Selanjutnya putusan Majelis Hakim di
Mahkamah Agung telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saran dalam penulisan Skripsi ini adalah hendaknya para Hakim pidana
lebih teliti dan cermat dalam menangani kasus yang serupa dengan perkara No.
1558. Knistus / Pid / 1998 atau yang setidaknya melibatkan seorang anak,
sebagai salah satu terdakwanya dan untuk mewujudkan kesejahteraan anak

hendaknya diadakan badan pengadilan tersendin bagi anak.

X1
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan
proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan baik sosial, politik,
ekonomi telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan
kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan
masyarakat.

Pada akhir-akhir 1im banyak ditemu: keluhan masyarakat terhadap ringannya
pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan atau terlalu mencolcknya perbedaan
antara tuntutan dengan pidana yang dijatuhkan.

Feadilan adalah suatu hal yang akan selalu menjadi tujuan akhir yang ingin
dicapai dalam setiap penyelesaian suatu masalah, terutama dalam berperkara di muka
sidang. Bangsa Indonesia yang telah mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum,
senantiasa 1dentik dengan keadilan, dimana setiap warga negara dan penyelenggara
negara harus taat kepada hukum yang berintikan pada kebenaran den keadilan serta
negara wajib untuk menegakkan dan menjamin hukum tersebut.

Dalam proses peradilan yang diakhiri dengan suatu keputusan, dimana hukim
yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan pendapatnya tentang apa yang
telah dipertimbangkan dalam putusannya, di dalamnya antara lain memuat tentang
penjatubhan pidana Mengingat begitu penting kualitas putusan yang dihasilkan oleh
seorang hakim yang merdeka sehingga terlepas dari pengaruh manapun
mengakibatkan banyak ragam keputusan yang dihasilkan. Namun demikian, dalam
memutuskan hingga menjatuhkan pidana, seorang hakim tetap harus berpegang teguh
terhadap prinsip-prinsip pemidanaan yang baik serta mengindahkan azas-azas yang
berlaku dalam pemerik;azm, diantaranya azas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam perkara pidana, dimana materi pokok putusan adalah ( sebagian besar )

penjatuhan pidana, masih sering terjadi atau terdapat penjatuhan pidana yang kurang
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sesuai. Sebenarnya penjatuhan pidana merupakan obat terakhir, kalau sudah tidak
menemukan jalan lain maka pidana diterapkan, maka penjatuhan pidana inipun harus
mengindahkan azas manfaat dan memperhatikan hak azasi manusia yaitu pemidanaan
tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan
martabat manusia.

Hakim dulam menjatuhkan pidana dengan putusannya, harus benar-benar
yakin atas perkara yang telah diperiksa dengan seadil-adilnya, bagaimana aturan
penjatuhan pidana bagi pelaku delik yang orang dewasa atan anak-anak, apakah ada
alagsan pemberatan atau peringan yang dapat mempengaruhi penjatuhan pidananya
dan lamn sebagainya. Diharapkan penjatuhan pidana yang telah dituangkan dalam
keputusan yang teiah berkekuatan hukum tetap, tidak menimbulkan gejolak atau telah
memenuhi unsur keadilan baliwa memang layak si terpidana dikenakan pidana
sebagaimana tertuang dalam surat keputusan bagi dirinya.

Berkaitan dengan segala uraian di atas, khususnya mengenai penjatuhan
pidana, maka penulis mengambil judul skripsi : “Tinjanan Yuridis Mengenai
Penjatuhan Pidana Terhadap Anak dan Orang Dewasa Dalam Hal Bersama-sama
Melakukan Perbuatan Pidana.

( Putusan MA No. 1558 K / PID / 1998 ).

1.2 Ruang Lingkup

Masalah penjatuhan pidana adalah merupakan hal yang umum dilakukan
dalam tiap-tiap persidangan oleh lembaga Pengadilan. Oleh karena itu agar penulisan
skripsi inmi tidak menyimpang, dari hal yang seharusnya menjadi pokok bahasan,
maka penulis memberikan batasan hanya mengenai penjatuhan pidana dan mengkaji
sedikit banyak mengenai perbedaan pertimbangan Hakim dalam putusannya di
Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terhadap anak
dan orang dewasa dal‘am hal bersama-sama melakukan perbuatan pidana pencurian

dalam putusan M.A. R.I. No. 1558 K/ PID / 1998.
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1.3 Permasalahan
Adapun permasalahan yang timbul dari uraian terdahulu dan hendak dikaji
dalam penulisan skripsi ini adalah : ‘

1. Bagaimana sistem penjatuhan pidana terhadap anak-anak dan orang dewasa
dalam hal bersama-sama melakukan perbuatan pidana dalam Perkara No.
1558 K/Pid/1998 ?

2. Apakah yang menjadi pérbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan
perkara pencurian yang dilakukan secara bersama-sama antara orang dewasa dan
anak di Pengadilan Negeri ( PN ), Pengadilan Tinggi ( PT ) dan Mahkamah
Agung { MA).

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisaa skripsi ini adalah .
1. Ingin mengetahui sistem penjatuhan pidana terhadap anak dan orang dewasa
dalam hal bersama-sama melakukan perbuatan pidana
2. Ingin mengetahui perbedaan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggt dan Mahkamah Agung.

1.5 Metodologi Penulisan

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara
seseorang di dalam mempelajari dan menganalisa serta memahami lingkungan yang
dihadapi ( Soejono Soekanto, 1984 : 6 ). Dalam penulisan skripsi ini penulis

mengggunakan metode penulisan dan penyusunan sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Adapun melosle pendekatan masalah yang digunakan adalah secara yuridis
normatif yaitu : mencoba menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep secara
teoritis, pendapat para sarjana dan perafuran perundangan-undangan yang

berhubungan dengan permasalahan yang hendak dikaji.
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1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah mencakup data sekunder yaitu : data
yang diperoleh dari bahan kepustakaan baik melalui buku-buku maupun peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang ada.
1.5.3 Analisis Dala 7

Analisis data yang digynakan adalah : Deskriptif analisis ;aitu suatu metode
analisis dengan menggamharkén fakta, masalah dan data yang diper:oleh kemudian

diterapkan menurut teori-teori yang ada dan landasan yuridis yang berlaku.
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Perkara No. 1558 K-/ PID / 1998 ini terjadi di Kampung Beleud, Desa
Cintadamai, Kecamatan Cisu.r.up atau setidak-tidaknya di tempai lain dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Garut yaitu perkara pencurian dengan kekerasan yang
dilakukan secara bersama-sama antara anak dan orang dewasa

Berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, maka selanjutnya akan diuraikan
secara kronologis mengenai kejadian atau kasus posisinya.

Terdakwa dalam perkara No. 1558 K / PID / 1998 ini adalah :

1. Nama . Deni Sutisna bin Omo ( Terdakwal)
Tempat lahir o Gart
Umiur : 17 Tahun
Jenig kelamin : Laki-laki
K.ebangsaan . Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Beleud, Desa Cintadamai, Kecamatan Cisurup,

Kabupaten Dati 1T Garut

Agama . Islam
Pekerjaan . Turut orang tua
2. Nama :  Otang bin Ahya ( TerdakwaIl )
Tempat lahir . Tasikmalaya
Umur 30 Tahun
Jenis kelamin © Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat linggal  :  Fampung Beleud, Desa Cintadamai, Kecamatan Cisurup,

Fabupaten Dati IT Garut
Agama - Islam

Pekerjaan . Buruh Tam
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Otang Bin Ahya adalah seorang buruh tani vang bekerja pada ladang
pertanian milik suami istri Enda dan Ny. Lah. Otang yang bekerja di ladang sering
berkunjung ke rumali juragannya, baik siang maupun malam hari keluar masuk
rumah juragannya untuk berbagai macam keperluan. Ny. Lah memakai kalung emas
yang bagus, sehingga ia menjadi tertarik dan tergiur atas kalung emas tersebut. Otang
mengajak Deni ( 17 tahun ) untuk mengambil kalung yang dipakai Ny. Lah tersebut
dengan cara yang telah dipersiapkan oleh s1 Otang. Pada svatu malam, hari Sabtu
tangeal 24 Jannari 1998, Otang pergi ke rumah juragannya untuk menonton TV. Pada
saal itu Ny. Lah memberi makan pada Otang dan setelah selesai makan, Otang pergi
ke dapur untuk alasan minum dan mencuci piring. Selama di dapur tersebut, Otang
membawa grendel ( kunci ) baik jendela maupun kunci dapur sehingga jendela dan
pintu dapar tertutup tetapi tidak terkunci, karena telah di buka oleh Otang Setelah
acara TV selesal, Otang pamit pulang dan di tengah jalan Otang menemui Deni yang
sudah menunggu kedatangan Otang. Otang datang menceritakan keadaan rumah
juragannya dimana jendela dan pintu dapur tidak terkunci, Deni bisa masuk dan
keluar rumah melalut jendela/pintu tersebut. Otang juga menjelaskan kepada Deni
mengenai letak stop kontal lampu juragannya. Pada tengah malam, Deni masuk
dengan mudahnya ke rumah Ny. Lah melali jendela dapur langsung menuju ke
kamar tidur Ny, Lah. Ny. Lah yang sedang tidur sedirian di kamar tersebut didatangi
oleh Deni dengan memadamkan lampu kamar dan berbaring di samping Ny. Lah
yang mengira bahwa suaminya baru masuk kamar tidur. Dalam keadan kamar yang
gelap tersebut, Deni merangkul dan menarik kalung Ny. Lah karena kalung ditarik
hingga lepas, maka Ny, Lah kaget dan terbangun. Deri kemudian melarikan diri
keluar rumah Ny. Lah melalui pintu dapur yang sudah tak terkunci tersebut. Deni dan
Otang akhimya, beberapa hari kemudian menjual kalung emas tersebut di Toko Mas
Garut seharga Rp. 100.000,- dan vangnya di bagi dua. Akhunya Dem dan Otang
berhasil di tangkap cla.u oleh Jaksa Penuntut Umum Otang (30 Tahun) dan Dem (17

Tahun ) diajukan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Garut :
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Dakwaan Premair : ( Otang dan Deni )

Ex. Pasal 365 (2) ke 1 — 2 dan 3, KUH Pidana

Dakwaan Subsidair : ( khusus terdakwa Otang )

Ex. Pasal 56 ke 2 Jo pasal 365 (2) ke 1 dan ke 3 KUH Pidana

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan yuridis dalam penyusunan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

1.

t2

Pasa 45 KUHP yang berbunyi : Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena
perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim
boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya,
walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau
memerintahkan supaya si tersalah diserahkan pada pemerintah dengan tidak
dikenakan suatu hukum@n, yakni perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah
satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 497, 503 - 505,
514, 417, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya
sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia
melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesvatu kejahatan atau menghukum
anak yang bersalah itu.
Pasal 55 KUHP ayat 1 yang berbunyi : Dihukum sebagai orang yang melakukan
peristiwa pidana :
le. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan itu.
2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekua:aan atau
pengaruh, kekerasan ancaman atau tipu daya, atau dengan memberikan
kesempatan, .daya upaya atau kcterangan, sengaja membujuk untuk

melakukan suatu perbuatan.
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3. Pasal 56 KUHP yang berbunyi : Dihukum sebajai orang yang membantu
melakukan kejahatan :

le. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu

2e. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya, atau

keterangan untuk melakukan kejahatan itu
4. Pasal 153 KUHAP (3) dan (4) yang berbunyi :

Ayat 3 : untuk keperluanz pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang
dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai
kesusilaan atau terdakwaannya anak-anak.

Ayat 4 : tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan
batalnya putusan demi hukum

5. Pasal 365 KUHP ayat 2 yang berbunyi : hukuman penjara selama-lamanya dua
belas tahun, dijatuhkan :

le. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah ri mah atau

pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya, atan di jalan umum atan di
dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang, bersama-sama atau lebih.

3e. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan

membongkar, atau memanjat, atau dengan jalan memakar kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
6. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak terutama pasal 7 ayat

(1), pasal 22, pasal 23, dan pasal 26 ayat (1).

2.3 Kerangka Teoritik
2.3.1 Pengertian Anak dan Orang Dewasa
a. Pengertian Anak
1. Menurut KUI% Pidana, anak apabila disanikan dar1 pasal 45 KUHP yang
berbunyi : Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang

dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, Hakim boleh
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memerintahkan, supaya si tersalah itn dikembalikan kepada orang tuanya,
walinya, atau pemelibaraannya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau
memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan
tidak dikenakan suatu hukuman, yalni jika perbuatan itu termasuk bagian
kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalz.im pasal 489, 490,
492, 496, 497, 503, 505, 514, 417, 519, 526, 531, 536 dan 540 dan perbuatan
itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang
menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu
kejahatan, atau menghukum anak yang bersalal itu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak menurut pasal tersebut ialah :
mereka yang berusia 16 tahun,
Menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 1 angka (1)
bahwa anak ialah : orang dalam perkara anak telah mencapal umur 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun ( delapan belas ) tahun
dan belum pernah knw.in.
Menurut UU No. 4 tahun 1997 tentang kesejahteraan anak, pasal (2).
Ditentukan bahwa anak adalah sescorang yang belum mencapai umur 21
tahun ( dua puluh satu ) tahun dan belum pernah kawin.
Menurut pasal 330 KUH Perdata yang berbunyi : belum dewasa adalah
mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak
lebilt dahulu telah kawin.
Dari pasal ini bahwa orang yang belum dewasa ( anak-anak ) adalah mereka
yang belum genap berusia 21 tahun atau belum pernah kawin.
Menurut pasal 897 KUH Perdata yang berbunyi : Para belum dewasa yang
belum mencapai umut genap delapan belas tahun, tidak diperbolehkan
membuat surat wasiat,
Dari pasal ini .dapﬂf diambil kesimpulan bahwa orang yang belum dewasa

( anak-anak ) adalah : orang yang belum mencapai umur 18 tahun,
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h. Pengertian Orang Dewasa

1. Menurut KUH Pidana, seseorang telah dianggap dewasa apabila telah berusia
21 tahun

2. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat
1 yang berbunyi : Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah
mencapai umur 19 tah;in ( sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah
mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun.

3. Menurut pasal 330 K'UH Perdata yang berbunyi : Belum dewasa adalah
mereka yang belum mencapai umur zenap dua puluh satu tahun, dan tidak
lebih dahulu telah kawin.

Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa orang dewasa adalah orang yang telah
berusia genap 21 tahun atau telah lebih dahulu kawin.

2.3.2 Pengertian Perbuatan Pidana

Menurut Moeljatno’ dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada
mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan Hukum
mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan Hukum
Pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan
tersebut. sehingga dari pendapat Moeljatno tersebut dapat disarikan bahwa menurut
wujud atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan
hukum yang merugikan masyarakat. Namun demikian tidak semua perbuatan yang
melawan hukum vang merugikan masyarakat. Dan tidak semua perbuatan yang
merugikan masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Dalam hal ni
terdapat azas legalitas, bahwa perbuatan dapat dipandang sebagai perbuatan pidana

apabila perbuatan tersebut telah diatur dan dirumuskan dalam Undang-Undang.

"). Roeslan Suleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Jakarta,
Aksara Baru, 1983, Hal 13.
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“ Mengenai penentuan perbuatan apa yang dipandang sebagai perbuatan

pidana, kita menganut azas bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan

sebagal demikian oleh suatu aturan Undang-Undang. Azas demikianlah yang
digebut azas legaliteit”. ( Roeslan Saleh, 1983 : 14 ).

Selanjutnya pengertian perbuatan pidana adalah : suatu’ kelakuan manusia
yang termasuk dalam batasdn perumusan sualu delik yang melawan Hukum yang
disebabkan karena kesalahan daripada s1 petindak. ( Achmad Soemadi Pradja, 1982 :
65 ).

Pendapal sarjana lainnya mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana
adalah : suatu 1stilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum
pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri

tertentu pada perstiwa hukum pidana. ( Bambang Poernomo, 1978 : 121).

2.3.3 Pengertian Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana
Bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah yang
melakukan ( leger ) dan orang yang turut melakukan ( Medepleger ) pe.istiwa
pidana itu, (R. Soesilo, 1988 : 73 ).
Dalam UHP, turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum
dibedakan menjadi dua, yaitu :
1. Pelakn atan pembuat yang diatur dalamn pasal 55
2. Pembantuan yang diatur dalam pasal 56
Sebagaimana diketaliui pasal 55 KUHP menyebutkan :
(1) Sebagai pelaku tindak pidana dihukum :
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta
melakukan tindak pidana
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan kekerasan,

ancaman atau penyesatan atau dengan member: kesempatan, sarana atau

keterangan, sengaja menggerakkan orang lain agar melakukan tindak pidana
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Flasifikasi pelakn yang ditentukan oleh pasal 55 KUHP adulah :
1. Mereka yang melakukan tindak pidana
2. Mereka yang mehyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana
3. Mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana
4. Mereka yang menggesakkan orang lain untuk melakukan. ( Loeby Logman
1995:61 )

2.3.4 Pengertian Pemidanaan / Pidana

Pemberian pidana dalam arti umum merupakan biding dari pembentuk
Undang-Undang karena asas legalitas, yang berasal dari zaman Aungklarung, yang
berbunyi : Nullum Crimen, Nulla Poena, Sine Praevia, Lege Poenali. Jadi untuk
mengenakan poena atau pidana diperlukan Undang-Undang ( pidana ) terlebih
dahulu. Pembentukan Undang-Undanglah yang menetapkan peraturan tentang
pidananya, tidak hanya tentang Crimen atau delictum-nya, ialah tentang perbuatan
mana yang dapat dikenakan pidana.

( Djoko Prakoso. 1984 : 15 ).

Penghuk:aman berasal dari kata dasar hukum, schingga dapat diartikan sebagai
menetapkan hukum, atan memutuskan tentang hukumnya ( Berechten ). Menetapkan
hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang Hukum Pidana saja,
akan fetapi juga Hukum Perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada Hukum Pidana
maka istilah terscbut harug disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara
pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian / penjatuhan
pidana oleh Hakim. ( Sudarto, 1986 : 71 - 72 ).

Istilah hukuman vang merupakan istilah umum dan konvensional dapat
mempunyai arti yang luag dan berubah-ubah, karena istilah itu dapat berkonotasi
dalam bidang yang Cltkup luas. Untuk memberi gambaran yang lebih luas berikut mi

dikemukakan sebagai pendapat para sarjana antara lain :
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. Prot Seedarto, SH.
Vang dimaksud dengan pidana ialah @ penderitaan yang disengaja dibebankan
kepada orang vang melakukan perbuatan yang memenuln syarat-syarat tertentu
( Muladi dan Barda Nawawi, 1992 : 2 ).
2. Prof. Roeslan Saleh
Pidana adnlah : reaksi atas delik, dan im berwujud suatu nestapa yang dengan
sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu ( Muladi dan Barda Nawawi,
1992 : 2).
Dart definist di atas ‘dapat disimpulkan bahwa pidaie mengandung unsur-
unsur sebagai berikut : .
I, Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa

atan akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau Badan yang mempunyai
kekuasan ( oleh yang berwenang )
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana

menurut undang-undang
Pada hakekatnya pemidanaan / penjatuhan pidana yang oleh sebagian orang
disebut sebagai ultimatum remidium yaitu mampu memberikan tekanan psikologis
agar orang lain tidak lagi melakukan kejahatan, dalam pasal 47 rancangan KUH
Pidana ( Baru ) yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Pemidanaan bertujuan untuk
Fe — 1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma
hukum demi pengayoman masyaraka.
Ke — 2 Memasyarakatkan terpidana dengan niengadakan pembinaan, sehingga
menjadikan orang baik dan berguna.
Ke -3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memul.hkan

»
kesenmbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
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(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan
merendahkan martabat manusia

Dalam penjelasan pasal 47 Rancangan KUH Pidana ( Baru ) lebih lanjut

dirumuskan :
“ Bahwa pemidanaan merupakan proses, sebelum proses itu berjalan, peranan
Hakim penting sekali. [a mengkonkretkan Sanksi pidana yang terdapat dalam
suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus
tertentu. Pasal ini memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui
pemidanaan. Dalam tujuan pertama, jelas tersimpul pandangan perlindungan
masyarakat (Bandingkan dengan “‘social defence”). Tujuan kedua
mengandung maksud, bukan saja untuk merehabilitasi tetapi juga merealisasi
terpidana dan mengintegrasi yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Tujuan
ketiga sejalan dengan pandangan Hukum adat, dalam arti “reaksi adat” itu
dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan ( magis ) yang tergantung
oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Jadi pidana yang
dyatuhkar  diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau damai dalam
masyarakat. Tujuan keempat bersifat spiritual dicerminkan Pancasila sebagai
dasar negera Republik Indonesia. Ayat (2) memberi makna kepada pidana dan
sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakekatnya merupakan
suatu nestapa, namun pemidanaan itu tidak dimaksudkan untuk menderitakan
dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Ketentuan itu akan
berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana secara nyata akan dikenakan pada
terpidana’.
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Sistem Penjatuhan Pidana Terhadap Anak dan Orang Dewasa Dalam Hal
Bersama-sama Melakukan Perbuatan Pidana Dalam Perkara No. 1558 K /
PID /1998

Dahulu kala bentuk-bentuk atau sistem penjatuhan.pidana terhadap seorang
penjahat oleh suatu masyarakat yang teratur ialah dengan cara menyingkirkan atau
melumpuhkan schingga penjahat tersebut tidak mengganggu masyarakat yang
bersangkutan pada masa yang akan datang. Namun lama kelamaan sistem tersebut
dianggap kurang efisien dan hingga sekarang masih mengalami perubahan-perubahan
tetapi masih mengalami kekurangan. Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai
sistem penj étuhan pidana terhadap anak dan orang dewasa dalam penulisan ini maka
perlu kiranya dipaparkan lebih dahulu tentang pengertian sistem.

Sistern, ialah @ suatu istilah yang berasal dari bahasa latin systema, atau
Yunani Systema, artinya sesuatu yang terorganisasi, keseluruhan kompleks dari kata
itu juga dikenal istilah synistanai, artinya Jigabungkan, dikombinasikan. Arti
sekarang ialah : kombinasi hal-hal atan bagian-bagian yang membentuk kompleks
atau kesatuan secara keseluruhan. Sistem dapat disingkat artinya menjadi susunan
( pidana ) dan cara ( pemidanaan ). ( Andi Hamzah, 1993:1 )

Dalam hal mengadili suatu perkara, putusan yang dijatuhkan seorang hakim
dalam memutuskan perkara, hendaknya didasari oleh alasan-alasan luas sehingga
putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi si terdakwa maupun bagi
masyarakat sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun
1970 - “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-
dasar putusan itu: juga harus memual pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-
peraturan yang hersangkuté’n atau sumber hukum tak tertulis yang dijadihan dasar

untuk mengadili”,

15
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Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok
Kekuasan Kehakiman, Hakim Indonesia memiliki kebebasan yang merdeka,
ditambah lagi interprestasi secara sosiologis ( sudah termuat da.iam Undang-Undang
No. 14 Tahun 1970 ), artinya menafsirkan hukum sesuai dengan kebutuhan
masyarakat kini ( di Indonesia kebutuhan pembangunan ) di mana seorang hakim
diberi keleluasaan untuk menemukan ( rechtsvinding ) yang sulit ditegaskan secara
konkret karena bukan ha.nyd mengenai pengenaan hukum dan undang-undang secara
sempurna tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan intuisi para hakim yang
bersangkutan.

Demikian halnya mengenai sistem penjatuhan pidana, hakim Indonesia harus
dapat mengenal, menghayati, meresapi hukum yang hidup dan nilai-nilai yang ada di
daerah mana ia bertugas. Seperti dalam perkara atan perbuatan pidana yang dilakukan
secara bersama-sama antara anak dan orang dewasa. Hakim sedapat mungkin
memutuskan perkara dengan syarat agar putusan yang dihasilkannya dapat diterima
masyarakat. Sebagaimana pendapat Andi Hamzah ( 1993 : 92 — 93 ) bahwa berkaitan
dengan kemajemukan hukum yang hidup dalam masyarakat ( hukum adat ),
berhubungan dengan penjatuhan, maka hakim Indonesia dituntut lebih banyak
berbuat ( dalam rangka rechtsvinding ) dibandingkan dengan hakim dari negara-
negara dengan latar belakang hukumnya yang homogen :

“ Hal ini tidaklah mudah, tetapi menjadi syarat untuk dapat diterima oleh

masyarakat mengenai putusan-putusan hakim tersebut. dalam menerapkan

peraturan pidana dalam situasi konkret, hakim mempunyai kebebasan :

1. Memilih peraturan pidana mana yang bergerak dari minimum ke

maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan;

2. Memilih pidana pokok mana yang patut dijatuhkan apakah pidana mati,
pidana penjara, pidana kurungan ( dalam Rancangan KUH Pidana =
pidana tut;zpan ) ataukah pidana denda sesuai dengan pertimbangan berat
ringannya perbuatan yang dilakukan. Tentu ada ketentuan yang tidak

memberi alternatif kepada hakim mengenai macam pidana ini. Misulnya :
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pasal 504, 505, dan 506 KUH Pidana yang menyediakan hanya pidana
kurungan bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Ada pula yang
menyediakan pidana penjara saja, misalnya pasal 338 KUH Pidana
( pembunuhan). Ada pula yang alternatif penjara atau denda seperti pasal
372 K.UH Pidana ( penggelapan );

3. Sebenarmya hakim tiba pada pemilihan seperti tersebut pada butir 1 dan 2,
ia dapat memilih apakah ia menjatuhkan pidana pokok dan tambahan
atankah ia menjatuhkan hanya pidana bersyarat saja, manakala ia
menjatuhkan pidana bersyarat saja”.

Lebih lanjut Andi Hamzah ( 1993 : 93 — 94 ) menyatakan bahwa walaupun
hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan dari
batas minimuin ke batas maksimum dalam situasi konkret, ia tidak boleh sewenang-
wenang menutidi perasaan subyektifnya, beberapa keadaan obyektif yang dapat
dipertimbangkan seperti umur terdakwa, jenis kelamin, akibat yang ditimbulkan oleh
perbuatan terdakwa, keseriusan delik yang bersangkutan, nilai-nilai khusus daerah
setempat dan tentu juga dampaknya terhadap filsafat negara yaitu Pancasila.

Sistem penjatuhan pidana terhadap anak dan orang dewasa dalum hal
bersama-sama melakukan perbuatan pidana didasarkan pada ketentuan yang terdapat
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997
( khusus bagi s1 anak ) antara lain
1. Adanya unsur pelaksanaan dari perbuatan yang dilakukan,

2. Niat dan kesengajaan secara sadar dJitujukan atau secara kebetulan bersama
melakukan tindak pidana;
3. Adanya kesepakatan terlebih dahulu atau secara kebetulan bersama-sama
melakukan tidak pidana;
4. Perbuatan yang btirupa kejahatan maupun pelanggaran dapat dipidana.
Untuk lebih transparansinya tentang pidana yang bagaimana yang seharusnya

diputus oleh Hakim pidana dari fakta yang ada maka perlu diuraikan terlebih dahulu
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mengenai unsur-unsur pencurian pada umumnya dan unsur-unsur yang memberatkan

dari kasus tersebut.

Adapun unsur-unsur pencurian adalah :

1. Pertama-tama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang
tersebut terletak, dengan maksud untuk dikuasai.

2. Unsur “barang” yang diambil.

Barang yang diambil harus barang yang berwujud serta dapat dipindahkan.

3. Unsur tujuan memiliki barang secara melawan hukum.

Bahwa barang yang diambil itu baik keseluruhan atau sebagian adalah milik
orang lain.

Selanjutnya unsur-unsur yang memberatkan dalam kasus tersebut yaitu :
bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan adanya kekerasan dengan cara mencekik
dan membungkam mulut korban sehingga tak berdaya dengan maksud untuk
mempermudah pelaku untuk melarikan diri dan tetap menguasai barang yang dicuri
tersebut. Unsur kedua yaitu bahwa pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam
hari dalam sebuah rumah ( pasal 365 KUHP ayat (2) ke-1 ).

Unsur ketiga yang memberatkan yaitu : perbuatan kejahatan tersebut
dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang, vaitu Deni dan Otang. Istilah bersama-
sama menunjukkan bahwa kedua orang tersebut mempunyai kehendak melakukan
pencurian secara bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur bahwa para pelaku
bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan kejahatan pencurian.

Untuk mengetahui secara jelas mengenai bentuk-bentuk penyertaan atau
bersama-sama melakukan perbuatan pidana maka akan diuraikan satu per satu
klasifikasi pelaku yang ditentukan oleh pasal 55 KUHP :

1. Mereka yang melakukan tindak pidana dalam artian mereka yang memenuhi
semua unsur tindak pidana yang dilakukan dan pelaku tindak pidana adalah
mereka yang meme:nuhi semua unsur tindak pidana itu. Oleh karena itu pasal 55
dan 56 KUHP memberikan klasifikasi siapa saja orang yang dianggap sebagai
pelaku dan pembantu dalam suatu tindak pidana dan pasal tersebut menganggap
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pelaku bukan saja mereka yang memenuhi unsur kejahatan.tetapi juga mereka
vang terlibat di dalam pertstiwa tindak pidana.

Mereka yang menyurnh orang lain untuk melakukan tindak pidana dalam artian
bentuk penyertaan ini terdapat seorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana,
namun dia tidak melaksanakannya sendiri, dia menyuruh orang lain untuk
melaksanakannya. Namun syarat yang penting dalam bentuk menyuruh
melakukan mi bahwa orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat
dipertanggung  jawabkan.  Sehingga dapat diketahui syarat-syarat bentuk
penyertaan menyurnh melakukan ada orang yang berkehendak melakukan tindak
pidana, orang tersebut tidak melaksanakan sendiri, menyuruh orang lain untuk
sama sekal tidak melakukan secara phisik tindak pidana yang dikehendaki, justru
yang memenuhi unsur tindak  pidana adalah orang yang disuruhnya, padahal
orang yang cisuruhnya 1tu harus orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan,
oleh karena itu dalam bentuk penyertaan ini orang yang disuruhnya tidak akan
dipidana sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya

Mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dalam artian sebagai bentuk
dar1 penyertaan adalah ikut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam terjadinya
tindak pidana. Perlu dijelaskan penyertaan terjadi bila dalam suatu tindak pidana
terlibat lebih dari satu orang sedangkan ikut diperlukan adanya penyertaan yang
berbentuk ikut serta harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta dan
kerjasama dalam tindak pidana harus secara phisik.

Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dalam
artian istilah menggerakkan lebih menunjukkan rebelim digerakkan orang
tersebut belum mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, dia tidak
melaksanakan sendiri, dengan suatu daya upaya tertentu orang tersebut tergerak
untuk melakukan tindak pidana. Syarat bentuk penyertaan menggerakkan harus
ada seorang yang ‘berkehendak untuk melakkan suatu tindak pidana, dia tidak
melaksanakan sendiri, dengan suatu daya upaya yang ditentukan secara limitatif

dalam undang-undang, menggerakkan orang lain untuk melaksanakan tindak
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pidana yang dikehendaki. Jadi dalam menggerakkan terdapat sedikitnya dua
klagifikast manusia vang pertama adalah mereka yang mempunyai kehendak
melakukan tindak pidana dan yang kedua adalah mereka yang melaksanakan
tindak pidana seperti kehendak orang yang menggerakkan.

Pasal lain yang mengatur tentang penyertaan yaitu Peu_}bantuan vang diatur
dalam pasal 56 KUHP, |

Pembantuan terdapat di dalam bab tentang penyertaan karena jelas dalam
pembantuan akan terlihat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada
orang vang melakukan yaitu pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain lagi yang
membantu terlaksananya tindak pidana itu.

Pasal 56 K-UHP menyebutkan di pidana sebagai p>mbantu kejahatan
(1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan.

(2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk
melakukan kejahatan.

Dari uraian tersebut maka pidana yang dapat dijatuhkan pada anak adalah
sama dengan pembuat tentu saja mengingat pelakunya anak, maka berlaku ketentuan
dalam pasal 26 Undang-undang No. 3 Tahun 1997. Dalam hal penjatuhan pidana
terhadap orang dewasa, tetap dikenakan sesuai aturan yang terdapat dalam pasal yang
didakwakan ( dalam KUH Pidana dan aturan beracara dalam KUHP ) tergantung
pada kearifan hakim dan pembuktian dalam jalannya sidang.

Dengan melihat penjelasan-penjelasan terdahulu maka sistem penjatuhan
pidana terhadap kedua terdakwa ( Otang dan Deni ) adalah sebagai berikut : _
Terhadap terdalowa Deni yang masih anak-anak seharusnya pidana yang diberikan
dapat berupa pidana pokok atau memberikan tindakan seperti tertuang dalan pasal 22
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Dijatuhkannya pidana pokok kepada Deni, hal ini mengingat bahwa terdakwa
tersebut telah memeruhi semua unsur-unsur yang ada dalam delik yakni pencurian

dalam keadaan memberatkan. Seterusnya dapat dijatuhkan atau diberikan tindakan

kepada terdakwa Deni karena mengingat ide untuk melakukan pencurian tersebut
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bukan dari dirinya tetapt berasal dari temannya Otang Bin Ahya. Alasan 'ainnya
adalah mengingat masih muda dan baru pertama kali melakukan kejahatan sehingga
dengan alasan itu masih ada waktu bagi Deni untuk merubah kepribadiannya.
Sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya itu. Selanjutnya terhadap terdakwa
Otang Bin Ahya pidana yang dijatuhkan adalah hanya pidana pokok seperti tertuang
dalam KUHP karena ide untuk melakukan, kejahatan tersebut berasal dari dirinya dan
telah terbukti melakukan pembantuan dalam kejahatan tersebut sehingga dengan
dijatubkannya pidana pokok tersebut terhadap Otang diharapkan dia tidak sampai

melakukan lagi / mengulangi lagi perbuatan melawan hukum tersebut.

3.2 Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara No, 1558 K /
PID / 1998, di Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung

Berkaitan dengan kekuasaan hakim yang merupakan sebuah kekuasaan yang
merdeka dalam memutuskan perkara sekaligus sanksi yang nantinya akan diterapkan,
dan kekuasan-kekuasan lain, maka kenyataan imi memungkinkan keputusan yang
dijatuhkan seorang hakin y‘ang satu dengan seorang hakim yang lain berbeda-beda.

Hal sedemikian merupakan hal yang wajar di alam Indonesia yang heterogen kaidah

hukumnya. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di tingkat

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Garut
Dalam persidangan Pengadilan Negeri Garut setelah mendengar tuntutan Jaksa
Penuntut Umum dalam requisitoimya yang menyatakan bahwa terdakwa I (Deni)
dan terdakwa II ( Otang ) terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian
dengan kekerasan secara bersama-sama dan Hakim hendaknya menjatuhkan
pidana penjara masing-masing selama tiga tahun, di potong selama berada dalam
tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Majelis Hakim
telah memeriksa perkara tersebut dengan mempertimbangkan keterangan para
saks! atas sumpah dan adanya barang bukti, serta adanya kcterangan terdakwa

maka Majelis Hakim berpendapat :
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Bahwa dakwaan premair — pasal 365 (2) ke 1-2-3 KUH Pidana telah terbukti

secara sah dan keyakinan dan dakwaan bagi terdakwa II ( Otang ). Ex pasal 56 ke

2 Jo pasal 365 (2) ke 1 dan ke 3 KUH Pidana tidak perlu dipertimbangkan lagi

dan harus dikesampingkan. Selanjutnya pertimbangan terhadap terdakwa I (Deni)

karena masih bervsia 17 tahun akan diberlakukan ketentuan UU No. 3 Tahun

1997 ( peradilan anak ) dan memisahkan berat ringannya hukuman yang akan

mereka terima. Dengan adanya pertimbangan—peﬂimb':mgan tersebut maka

Majelis hakim Pengadilan Negeri Garut setelah memperhatikan hal yang

meringankan dan hal yang memberatkan atas perkara No. 160 / PID. B / 1998 /

Pn. Grt memutuskan sebagai berikut :

a  Menyatakan terdakwa Deni dan Otang terbukti secara sah menurut hukum dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan
dalam keadaan memberatkan”;

b. Menghuknm para terdakwa dengan pidana penjara terdakwa Deni selama 8
( delapan } bulan, Terdakwa Otang selama 1 ( satu ) tahun 6 ( enam ) bulan ;

c. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan
sekurangnya dari pidana dengan dijatuhkan tersebut.

Dasar pertimbangan hakim tersebut adalah karena para Majelis Hakim

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan berkeyakinan telah

melanggar pasal 365 ayat ke —1-2-3 KUH Pidana dan mengingat terdakwa Deni
yang ketika diadili masih berusia 17 tahun sehingga terhadapnya berlaku
ketentuan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pengadilan Tinggi Bandung

Pengadilan Tinggi Bandung setelah menerima permohonan untuk pemeriksaan

dalam tingkat Banding atas perkara No. 1558 K / PID / 1998 membuat

pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut, bahwa setelah membaca,
meneliti, serta me‘:mpelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi

putusan Pengadilan Negeri Garut, terutama keterangan di bawah sumpah dari

saksi-saksi yang didengar Kketerangannya serta keterangan terdakwa sendiri
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ditinjau dalam hubungan satu dengan yang lain, maka Pengadilan Tinggi dapat
membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim tingkat pertama Selanjutnya
bahwa keberztan-keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum di
dalam memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan
tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya Secara selengkapnya
sudah tercakup dalam putusan Hakim tingkat pertama yang sudah dapat
dipertimbangkan., Selanjutnya bahwa oleh para terdakwa dalam tahanan
berdasarkan surat perihtah / penetapan penahanan yang sah, maka terdapat cukup
alasan untuk menentukan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Selanjutnya bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan
Pengadilan Negeri Garut No. 160 / PID. B / 1998 / PN Grt haruslah dikuatkan.
Selanjutnya bahwa karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus
dipidana, maka para terdakwa harus dibebani pula un‘uk membayar biaya perkara
ini dalam kedua tingkat pengadilan.

Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan tersebut
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memberi putusan : menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Garut No. 160 /PID. B/ 1998 / PN Grt yang mohonkan banding,
3. Mahkamah Agung

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara No. 1558 K / PID / 1998 antara
lain menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi
pada pokoknya adalah bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah melakukan
kekeliruan dengan alasan : bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman
kepada terdakwa Deni Sutisna tidak atau kurang memperhatikan alasan-alasan
yang memberatkan atau pun membuat alasan-alasan yang kurang jelas, sukar
dimengerti padahal perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan
teman terdakwa Otang Bin Ahya yang memberikan penjelasan-penjelasan untuk
terjadinya tindak pidana tersebut dengan putusan Judex Facti yang tidak atau
kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan tersebut. sehingga hukuman
yang dijatulikan kepada terdakwa sangat menyolok sekali dengan hukuman yang
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diyatuhkan kepada temannya Otang Bin Ahya dengan kata lain Judex Facti tidak
menerapkan hukum sebagaimana mestinya seperti tertuang dalam pasal 253 (1)
KUHP. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusannya tersebut telah
mengambil oper secara keseluruhan pertimbangan dan Pengadilan Negeri Garut
dan dalam amar putusannya telah memerintahkan para terdakwa tetap berada
dalam tahanan dan menghukum pula para terdakwa ( terdakwa I Deni Sutisna Bin
Omo, terdakwa II Otang Bin Ahya ) membayar biaya perkara ini dalam memori
bandingnya, jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hanya
terhadap terdakwa I ( Deni ) sedangkan terhadap terdakwa II ( Otang ) Jaksa
Penuntut Umum tidak mengajukan banding atas hukuman yang dijatuhkan Jaksa
Penuntut Umum telah mengeksekusi hukumannya, dengan demikian Judex Facti
telah salah melakukan : melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara
memerintahkan terdakwa, terdakwa II Otang Bin Ahya tetap berada dalam
tahanan dan hukumannya untuk membayar perkara Rp. 1000,- padahal yang
bersangkutan sudah narapidana. Pertimbangan lain yaitu bahwa Judex Facti telah
salah menerapkan Hukum yaitu tidak menerapkan azas-azas peradilan anak.
sebagaimana ditentukan dalam pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHAP Jo UU No. 3
Tahun 1997 pasal 4 ayat 1. Yakni memeriksa perkara dilakukan secara terbuka,
sedangkan seharusnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut
pemeriksaan perkara harus dilakukan secara tertutup karena salah satu
terdakwanya masih berumur 17 tahun. Atas pertimbangan bahwa putusan
Pengadilan Tinggi yang bersifat menguatkan putusan tingkat pertama vyaitu
Pengadilan Negeri Garut adalah putusan yang salah dalam penerapan hikum
dimana seharusnya khusus bagi terdakwa Deni dilakukan sidang secara tertutup
dan putusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan lebih dari apa yang
dimohonkan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, maka Mahkamah
Agung memutuskan untuk membatalkan dua putusan sebelumnya yaitu Putusan
Pengadilan Negeri' Garut atas perkara No. 160 / PID. B / 1998 / Pn/ Grt. dan
putusan Pengadilan Tinggi atas perkara No. 151/PID/1998/PT. Bdg serta
memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Garut untuk memeriksa dan
memutuskan kembali perkara atas terdakwa Deni dan Otang Bin Ahya
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Demikian putusan atas terdakwa Deni ( anak ) dan Otang Bin Ahya ( orang
dewasa ) berdasarkan dasar kearifan masing-masingmasing hakim di tingkat
pengadilan berjenjang dan tingkat pengetahuan hakim menerjemahkan peraturan
perundang-undang yang ada.

Selanjutnya untuk menemukan suatu pidana yang setimpal dengan perbuatan
kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Deni dan Otang para( Halim pidana dalam
lingkungan peradilan telah merealiasaikan dan menuangkan pertimbangan-
pertimbangannya dalam putusannya melalui pertimbangan-pertimbangan Hukum
baik hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada kasus tersebut. adapun
pertimbangan-pertimbangan itu adalah : pada tingkat Pengadilan Negeri Hakim telah
mempertimbangkan mengenai usia terdakwa ( khusus Deni ) yang masih di Lawah
umur maka baginya akan diberlakukan ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 tentang
pengadilan anak khususnya Pasal 1 ayat 7 Jo pasal 20 dan bagi terdakwa Otang
diberlakukan pidana bagi.:orang dewasa dalam hal ini KUHP. Setelah diajukan
banding oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tinggi Hakim tidak memberikan
pertimbangan-pertimbangan lain tetapi Pengadilan Tinggi menilai bahwa
pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim pertama ( PN ) dianggap dan
dinilai sudah benar sehingga putusannya hanya bersifat menguatkan putusan PN saja.

Selanjutnya pada Mahkamah Agung Hakim pidana membuat pertimbangan
bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Deni dan Otang
tidak memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan dan hukuman yang
diberikan sangat menyolok bedanya antara terdakwa I dan terdakwa II sehingga
Judex Facti tidak menerapkan Hukum sesuai dengan pasal 253 ayat (1) KUHAP oleh
karena itu Mahkamah Agung menyatakan putusan yang salah menerapkan Hukum
sehingga harus dibatalkan. Pertimbangan lainnya yaitu : bahwa PN dan PT tidak
menerapkan azas-azas peradilan anak seperti terdapat dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 3
Tahun 1997 bahwa ;;emeriks:um / persidangan perkara tersebut harus dilakukan
secara tertutup karena salah seorang terdakwanya masih berusia 17 tahun sedang apa

yang dilakukan oleh PN adalah persidangan secara terbuka.
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3.3 Kajian

Penulis sependapat dengan putusan Majelis Hakim di tingkat Mahkamah
Agung, mengingat bahwa salah satu terdakwanya adalah anak-anak maka
seharusnyalah berlaku azas lex specialis derogat lex generalis atas terdakwa Deni
yaitu berlaku ketentuan KUH Pidana JO.Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak. Sehingga sesuai dengan pasal 7 UU No. 3 1997 tersebut
seharusnya Deni karena masih anak-anak diajukan ke sidang anak dan Otang karena
sudah dewasa diajukan ke sidang orang dewasa. Hal ini dilakukan mengingat mereka
secara nyata dan terbukti bersama-sama melakukan perbuatan pidana yakni
pencurian, "

Mengenai penjatuhan pidananya, penulis juga teluli' sependapat dengan
putusan Pengadilan Negeri bahwa terdakwa Deni memang wajar apabila dikenakan
pidana penjara 8 ( delapan ) bulan penjara mengingat seperti apapun perbuatan yang
telah dilakukan Deni walaupun masih tergolong anak-anak namun Denj sudah
mampu membedakan mana hal yang buruk dan mana yang baik. Selanjutnya dalam
melakukan kejahatan tersebut terdakwa Deni menggunakan cara-cara kekerasan
yakni membungkam dan mencekik korban sampai tidak sadarkan diri. Hal ini
menurut penulis merupakan hal yang dapat me mperberat hukuman bagi Deni.

Sedangkan penjatuhan pidana terhadap Otang, walaupun sudah layak atas
perbuatannya tetapi menurut penulis pidannya dapat diperberat lagi karena tindakan
Otang dengan sengaja merekrut Deni untuk dijadikan alat pencetus ide Jahatnya.
Padahal Deni merupakan generasi muda yang seharusnya ditina dan dipersiapkan
untuk hari depannya. Dengan demikian perbuatan Otang mempengaruhi Deni uatuk
melakukan kejahatan tersebut merupakan tindakan eksploitir atas diri Deni.

Penulis juga sependapat dengan pembatalan Judex Facti dengan alasan bahwa
Judex Facti dalam pertimbangan putusannya tersebut telah mengambil oper secara
keseluruhan pertimbang'aﬂ dari Pengadilan Negeri Garut dan dalam amar putusannya
telah memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menghukum pula
para terdakwa ( terdakwa I Deni Sutisna bin Omo, terdakwa II Otang bin Ahya )
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membayar biaya perkara padahal jaksa penuntut umum dalam perkara ini di dalam
memori bandingnya jelas bahwa jaksa penuntut umum mengajukan banding hanya
terhadap terdakwa I Dem Sutisna bin Omo, sedangkan terhadap temannya Otang bin
Ahya jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding, atas putusan hukuman yang
dijatuhkan, jaksa penuntut umum telah mengeksekusi hukumannya, dengan demikian
Judex Facti telah salah melakukan melampaui batas kewenangan mengadili dengan
cara memerintah terdakwa II Otang bin Ahya tetap berada dalam tahanan dan
hmkumannya untuk membayar biaya perkara padahal yang bersangkutan sudah
narapidana. | )

Menurut penulis tidak ada pilithan lain bagi hakim pada saat mengadili
seseorang selain harus terbuka atas kritik yang membangun, terbuka atas kebenaran,
tidak boleh terpengaruh oleh siapa pun. Keterbukaan hakim dalam meclihat dan
mengamati perkembangan hukum serta keberanian hakim dalam menempatkan diri
diantara pencari keadilan, akan memberikan jaminan bagi hakim yang bersangkutan
untuk menghagilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hakim harus
berpegang pada prinsip bahwa setiap orang sama di depan hukum, hakin harus
mempunyai kemampuan untuk menganalisa apakah pidana yang dijatuhkan kepada
terpidana membawa dampak positif atau tidak.

Penerapan Hukum vyang tidak sesuai dengan “Rule of game” dalam
melaksanakan persidangan atas terdakwa Deni dan Otang oleh para Hakim pidana
menurut penulis telah terjadi seperti kesalahan vang dilakukan oleh Hakim pidana
pada tingkat Pengadilan Negeri ( PN ) dimana persidangan tersebut dinyatakan
terbuka untuk umum padahal salah seorang terdakwanya masih di bawah umur alias
anak-anak. Semestinya persidangan tersebut harus dinyatakan tertutup sesuai dengan
Undang-undang No : 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak beserta azas-azasnya

Dengan demiiiian putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku ( Dem )

harus dilakukan dengan menggunakan Undang-undang tentang pengadilan anak.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Dari pokok pembahasan bab-bab sebelumnya, akhirnya dapat ditarik beberapa
kesimpulan yaitu :

1. Sistem penjatuhan pidana bagi anak dan orang dewasa dalam hal bersama-sama
melakukan perbuatan pidana adalah khusus bagi si terdakwa anak berlaku
ketentuan dalamm Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
ferutama pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 dan bagi orang dewasa tetap berlaku
afuran pasal yang diancamkan sesuai perbuatannya dalam KUH Pidana khususnya
pasal 55 ayat 1, pasal 56 dan pasal 365 ayat 2 ke -1, 2, 3 dan KUHAP tentu saja
dengan memperhatikan alasan-alasan pemberztan dan peringannya.

2. Dasar pertimbangan yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara di
tingkat Pengadilan Negeri, kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang seharusnya dibei:laktlkan terhadap terdakwa Deni yaitu Undang-undang No.
3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. demikian juga dasar pertimba.gan yang
dipergunakan Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Tinggi, kurang
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sampai terjadi putusan yang
lebih dari apa yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya
sampai Mahkamah Agung merasa perlu untuk membatalkan putusan pengadilan
tingkat sebelumnya tersebut akibat kesalahan fatal pada cara mengadili yang salah
satu terdakwanya anak.

3. Putusan Hakim Majelis di Mahkamah Agung telah sesuai dengan aturan hukum
vang berlaku.

28


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

29

4.2 Saran

1. Hendaknya para hakim pidana lebih teliti dan cermat dalam menangani kasus
yang serupa dengan perkara No. 1558 K / PID / 1998 atau yang setidaknya
melibatkan seorang anak sebagai salah satu tedakwanya. Dalam menjatuhkan
pidana hendaknya dipikirkan kembali masalah resosialisasi bagi eks terpidana
unftuk membaur kembali dengan masyarakat, jangan hanya ditckankan pada unsur
pembalasannya saja.

2. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak hendaknya perlu diadakan Badan
Pengadilan tersendiri khusus bagi anak.
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